
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALINAN 
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 32 TAHUN 2024 

TENTANG 
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN TRANSAKSI DAN LEMBAGA EFEK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, 
 
 

Menimbang :   a.  bahwa untuk memberikan kontribusi positif dan 
mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan 
berkelanjutan, perlu dilakukan upaya pengembangan 

dan penguatan sektor pasar modal khususnya terkait 
dengan pengaturan mengenai transaksi dan lembaga 

efek;  
b.  bahwa upaya pengembangan dan penguatan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan 

dalam bentuk penyesuaian ketentuan dan adanya 
pengaturan baru terkait transaksi dan lembaga efek; 

c.   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5D ayat 

(4), Pasal 14 ayat (3), Pasal 55 ayat (1), ayat (3) dan ayat 
(7), Pasal 55A, Pasal 70 ayat (3), Pasal 89A ayat (4), dan 

Pasal 89B ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang 

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu 
pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan; 
d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang 
Pengembangan dan Penguatan Transaksi dan Lembaga 
Efek; 

 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang 
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023  
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Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6845); 

  2.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan 
Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);  
 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG 

PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN TRANSAKSI DAN 
LEMBAGA EFEK. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud 

dengan: 
1. Pasar Modal adalah bagian dari sistem keuangan yang 

berkaitan dengan kegiatan: 
a. penawaran umum dan transaksi efek; 
b. pengelolaan investasi; 

c. emiten dan perusahaan publik yang berkaitan 
dengan efek yang diterbitkannya; dan 

d. lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. 
2. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik 

dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain 

sesuai dengan perkembangan teknologi yang 
memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara 
langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat 

ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu 
berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, 

yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di 
Pasar Modal. 

3. Penyelenggara Pasar adalah pihak yang 

menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau 
sarana untuk mempertemukan pihak yang melakukan 

transaksi atas Efek atau instrumen keuangan pada 
Pasar Modal atau pasar keuangan yang terorganisir. 

4. Bursa Efek adalah Penyelenggara Pasar di Pasar Modal 

untuk transaksi bursa. 
5. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang 

menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan 

penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui 
Penyelenggara Pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang 

dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan 
antarpasar. 
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6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak 

yang:  
a. menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi 

bank kustodian, perusahaan Efek, dan pihak 

lainnya; dan 
b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan 

untuk mendukung kegiatan antarpasar. 
7. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan 

kegiatan sebagai penjamin emisi efek dan/atau 

perantara pedagang efek atau manajer investasi. 
8. Transaksi Efek adalah setiap aktivitas atau kontrak 

dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau 

menggunakan Efek yang mengakibatkan terjadinya 
peralihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan 

terjadinya peralihan kepemilikan di Pasar Modal. 
9. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh 

anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang 

ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, 
pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai 
Efek atau harga Efek. 

10. Dana Jaminan adalah kumpulan dana dan/atau Efek 
yang diadministrasikan dan dikelola oleh Lembaga 

Kliring dan Penjaminan yang digunakan untuk 
melakukan penjaminan penyelesaian Transaksi Efek 
oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan. 

11. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin 
simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. 
12. Pemodal Profesional adalah pihak yang memiliki 

kemampuan untuk membeli Efek dan melakukan 

analisis risiko terhadap investasi atas Efek tersebut. 
13. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, 

perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok 

yang terorganisasi. 
 

BAB II  
BURSA EFEK, LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN, 
SERTA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN 

 
Bagian Kesatu 

Bursa Efek 
 

Pasal 2 

(1) Bursa Efek didirikan sebagai Penyelenggara Pasar di 
Pasar Modal untuk Transaksi Bursa yang teratur, 
wajar, dan efisien. 

(2) Bursa Efek dapat memberikan jasa lain berdasarkan 
ketentuan yang ditetapkan atau persetujuan yang 

diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas setiap jasa 
lain. 

(3) Jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

diselenggarakan untuk kegiatan penyediaan 
infrastruktur pasar keuangan dan kegiatan penyediaan 

jasa lain di bidang Pasar Modal. 
 

https://jdih.ojk.go.id/



- 4 - 

(4) Kegiatan penyediaan infrastruktur pasar keuangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: 

a. penyediaan infrastruktur transaksi instrumen 
keuangan; 

b. penyediaan infrastruktur transaksi aset digital; 

c. penyediaan infrastruktur pelaporan instrumen 
keuangan; 

d. penyediaan infrastruktur pelaporan aset digital; 
e. pelaksanaan amanat dukungan program 

pemerintah; dan 

f. kegiatan lain yang diamanatkan kepada Bursa 
Efek dalam rangka dukungan infrastruktur pasar 
keuangan. 

(5) Kegiatan penyediaan jasa lain di bidang Pasar Modal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: 

a. Penyelenggara Pasar alternatif; 
b. penyelenggara perdagangan unit karbon melalui 

bursa karbon; 

c. penyedia sistem penawaran umum elektronik; 
d. penyedia data Pasar Modal dan/atau penyusunan 

indeks di Pasar Modal; dan 

e. kegiatan lain yang diamanatkan kepada Bursa 
Efek dalam rangka dukungan infrastruktur Pasar 

Modal. 
 

Pasal 3  

Dalam memberikan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (2), Bursa Efek wajib memastikan agar 

pemberian jasa lain: 
a. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

b. didasarkan pada manajemen risiko yang memadai 
untuk memitigasi risiko yang timbul. 

  

Bagian Kedua 
Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian 
 

Pasal 4 

(1) Lembaga Kliring dan Penjaminan didirikan dengan 
tujuan menyediakan sarana kliring dan/atau 

penjaminan penyelesaian Transaksi Efek yang teratur, 
wajar, dan efisien. 

(2) Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat memberikan 

jasa lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan atau 
persetujuan yang diberikan oleh Otoritas Jasa 
Keuangan atas setiap jasa lain. 

(3) Jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
diselenggarakan untuk kegiatan penyediaan 

infrastruktur pasar keuangan dan kegiatan penyediaan 
jasa lain di bidang Pasar Modal. 

(4) Kegiatan penyediaan infrastruktur pasar keuangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: 
a. penyelenggara sarana kliring dan/atau 

penjaminan penyelesaian transaksi instrumen 
keuangan antarpasar; 
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b. penyelenggara infrastruktur triparty repurchase 
agreement dan pinjam meminjam instrumen 

keuangan;  
c. penyelenggara fasilitas pengelolaan risiko; 

d. penyelenggara fasilitas pengelolaan agunan; dan 
e. kegiatan lain yang diamanatkan kepada Lembaga 

Kliring dan Penjaminan dalam rangka dukungan 

infrastruktur pasar keuangan. 
(5) Kegiatan penyediaan jasa lain di bidang Pasar Modal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: 

a. penyelenggara infrastruktur triparty repurchase 
agreement dan pinjam meminjam Efek secara 

bilateral; 
b. penyelenggara layanan pengelolaan agunan; 

c. penyelenggara fasilitas pengelolaan risiko; 
d. penyediaan sistem penawaran umum elektronik; 
e. pemberian layanan penyediaan informasi, data, 

dan laporan: dan 
f. kegiatan lain yang diamanatkan kepada Lembaga 

Kliring dan Penjaminan dalam rangka dukungan 

infrastruktur Pasar Modal. 
 

Pasal 5 
(1) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian didirikan 

dengan tujuan menyediakan jasa kustodian sentral dan 

penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. 
(2) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat 

memberikan jasa lain berdasarkan ketentuan yang 
ditetapkan atau persetujuan yang diberikan oleh 
Otoritas Jasa Keuangan atas setiap jasa lain. 

(3) Jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
diselenggarakan untuk kegiatan penyediaan 
infrastruktur pasar keuangan dan kegiatan penyediaan 

jasa lain di bidang Pasar Modal. 
(4) Kegiatan penyediaan infrastruktur pasar keuangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: 
a. penyediaan jasa kustodian instrumen keuangan; 
b. penyimpanan dan penyelesaian transaksi aset 

lainnya; 
c. penyedia nomor identitas bagi entitas yang ingin 

melakukan transaksi secara internasional; dan 
d. kegiatan lain yang diamanatkan kepada Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian dalam rangka 

dukungan infrastruktur pasar keuangan. 
(5) Kegiatan penyediaan jasa lain di bidang Pasar Modal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: 

a. penyediaan jasa kustodian sentral yang 
melakukan pencatatan secara elektronik atas Efek 

yang bukan merupakan bagian dari penitipan 
kolektif; 

b. penyedia layanan penyimpanan dana; 

c. penyelenggara layanan pengadministrasian data 
dan informasi terkait nasabah; 

d. penyelenggara layanan informasi, 
pengadministrasian dan penyelesaian transaksi 
nasabah; 
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e. penyedia layanan rapat umum pemegang Efek 
secara elektronik;  

f. penyedia kode Efek yang berlaku secara 
internasional; dan 

g. kegiatan lain yang diamanatkan kepada Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian dalam rangka 
dukungan infrastruktur Pasar Modal. 

 
Pasal 6 

Dalam memberikan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2), Lembaga Kliring dan 
Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian 
wajib memastikan agar pemberian jasa lain: 

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan; dan 

b. didasarkan pada manajemen risiko yang memadai 
untuk memitigasi risiko yang timbul. 

 

Bagian Ketiga 
Sanksi Administratif 

 

Pasal 7 
(1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 dikenai sanksi 
administratif. 

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan 

juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya 
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. peringatan tertulis; 
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah 

uang tertentu; 

c. pembatasan kegiatan usaha; 
d. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau 

e. pencabutan izin usaha. 
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dapat 

dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan 
sanksi administratif berupa peringatan tertulis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. 
(6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara 

tersendiri atau secara bersama-sama dengan 
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) huruf c, huruf d, atau huruf e. 

(7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 
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BAB III 
PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK DAN DANA JAMINAN 

 

Bagian Kesatu 
Penyelesaian Transaksi Efek 

 

Pasal 8 

(1) Penyelesaian Transaksi Efek dapat dilaksanakan 
dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik, 

atau penyelesaian dengan cara lain. 
(2) Penyelesaian pembukuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) yaitu pemenuhan hak dan kewajiban yang 

timbul sebagai akibat adanya Transaksi Efek yang 
dilaksanakan dengan cara mengurangi Efek dan/atau 

dana dari rekening Efek yang satu dan/atau 
menambahkan Efek dan/atau dana dimaksud pada 
rekening Efek yang lain pada kustodian.  

(3) Penyelesaian pembukuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik. 

(4) Penyelesaian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

yaitu penyelesaian Transaksi Efek atas Efek warkat.  
(5) Penyelesaian Transaksi Efek dengan cara lain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
dengan: 
a. penyelesaian Transaksi Efek secara langsung pada 

daftar pemegang Efek tanpa melalui rekening Efek 
pada kustodian; 

b. penyelesaian Transaksi Efek secara internasional 

atau melalui negara lain;  
c. penyelesaian Transaksi Efek secara digital atau 

mekanisme lain yang mungkin ditemukan dan 
diterapkan di masa datang sesuai dengan 
perkembangan teknologi; atau  

d. penyelesaian Transaksi Efek lain yang wajib 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(6) Penyelesaian Transaksi Efek dengan cara lain wajib 

terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas 

Jasa Keuangan. 
(7) Penyelesaian Transaksi Efek dilakukan terhadap 

Transaksi Efek di Bursa Efek dan di luar Bursa Efek. 
 

Pasal 9 
(1) Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menjamin 

penyelesaian Transaksi Efek yang diatur dalam 
peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 

(2) Penjaminan penyelesaian Transaksi Efek oleh Lembaga 

Kliring dan Penjaminan meliputi penyelesaian 
Transaksi Efek di Bursa Efek dan penyelesaian 

Transaksi Efek di luar Bursa Efek. 
(3) Penjaminan penyelesaian Transaksi Efek di Bursa Efek 

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai penjaminan penyelesaian 
Transaksi Bursa. 

(4) Pengaturan terkait penjaminan penyelesaian Transaksi 

Efek di luar Bursa Efek mengacu pada jenis/sifat Efek 
yang ditransaksikan atau mekanisme Transaksi Efek 
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yang diatur dalam ketentuan yang ditetapkan oleh 
Otoritas Jasa Keuangan. 

(5) Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat tidak 
melakukan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Efek 
tertentu berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh 

Bursa Efek, Penyelenggara Pasar di luar Bursa Efek, 
dan/atau Lembaga Kliring dan Penjaminan atau atas 

perintah Otoritas Jasa Keuangan. 
(6) Lembaga Kliring dan Penjaminan baik sendiri atau 

bersama-sama Bursa Efek atau Penyelenggara Pasar di 

luar Bursa Efek dapat menetapkan Efek tertentu yang 
penyelesaian Transaksi Efeknya tidak dijamin. 

 

Pasal 10 
(1) Penyelesaian Transaksi Efek oleh Lembaga Kliring dan 

Penjaminan dapat berupa serah terima Efek, dana, atau 
aset pengganti lainnya. 

(2) Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mengatur 

Mekanisme serah terima Efek, dana, atau aset 
pengganti lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1). 

 
Bagian Kedua 

Dana Jaminan 
 

Pasal 11 

(1) Lembaga Kliring dan Penjaminan mengelola Dana 
Jaminan yang digunakan untuk melakukan 

penjaminan penyelesaian Transaksi Efek. 
(2) Lembaga Kliring dan Penjaminan memisahkan Dana 

Jaminan atas Transaksi Bursa dan Transaksi Efek di 

Penyelenggara Pasar di luar Bursa Efek. 
(3) Dana Jaminan merupakan milik industri Pasar Modal 

dan bukan merupakan harta dari Pihak yang 

melakukan pembayaran iuran Dana Jaminan maupun   
Lembaga Kliring dan Penjaminan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, 
penggunaan, dan pengelolaan Dana Jaminan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 
penjaminan penyelesaian Transaksi Efek. 

(5) Dalam hal Lembaga Kliring dan Penjaminan melakukan 
penjaminan penyelesaian transaksi instrumen 
keuangan antarpasar, Lembaga Kliring dan Penjaminan 

wajib memisahkan dana jaminan atau dana talangan 
dengan Dana Jaminan yang dimiliki industri Pasar 
Modal. 

 
Bagian Ketiga 

Sanksi Administratif  
 

Pasal 12 

(1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), Pasal 9 ayat (1), Pasal 

10 ayat (2), dan Pasal 11 ayat (5) dikenai sanksi 
administratif. 
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(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan 
juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya 

pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a. peringatan tertulis; 

b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah 
uang tertentu; 

c. pembatasan kegiatan usaha; 

d. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau 
e. pencabutan izin usaha. 

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dapat 
dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan 

sanksi administratif berupa peringatan tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. 

(6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara 
tersendiri atau secara bersama-sama dengan 
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) huruf c, huruf d, atau huruf e. 
(7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 
 

BAB IV 
PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU 

SUKUK LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN 
 

Pasal 13 

(1) Lembaga Penjamin Simpanan dalam pelaksanaan 
fungsinya dapat menerbitkan Efek bersifat utang 
dan/atau sukuk tanpa terlebih dahulu menyampaikan 

pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa 
Keuangan. 

(2) Efek bersifat utang dan/atau sukuk Lembaga Penjamin 
Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat dan 

ditatausahakan oleh Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian. 

(3) Efek bersifat utang dan/atau sukuk Lembaga Penjamin 
Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
dapat ditransaksikan di pasar sekunder.  

(4) Efek bersifat utang dan/atau sukuk Lembaga Penjamin 
Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
dapat ditransaksikan oleh investor profesional. 

(5) Investor profesional merupakan pemodal yang 
memenuhi kriteria Pemodal Profesional sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
mengenai penawaran umum Efek bersifat utang 
dan/atau sukuk kepada pemodal profesional. 
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Pasal 14 
(1) Transaksi atas Efek bersifat utang dan/atau sukuk 

Lembaga Penjamin Simpanan wajib dilaporkan kepada 
Otoritas Jasa Keuangan melalui penerima laporan 
Transaksi Efek. 

(2) Laporan atas Transaksi Efek bersifat utang dan/atau 
sukuk Lembaga Penjamin Simpanan wajib 

disampaikan secara elektronik dengan menggunakan 
sistem dan/atau sarana yang disediakan oleh penerima 
laporan Transaksi Efek. 

(3) Tata cara pelaporan atas Transaksi Efek bersifat utang 
dan/atau sukuk Lembaga Penjamin Simpanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pelaporan Transaksi Efek. 

 
Pasal 15 

(1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan 
ayat (2), dikenai sanksi administratif. 

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan 

juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya 
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. peringatan tertulis; dan/atau 
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah 

uang tertentu. 
(5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan 

dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi 
administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf a. 

(6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara 

tersendiri. 
(7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 
 

BAB V 
KONDISI KESULITAN YANG MEMBAHAYAKAN 

KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA BAGI 

PENYELENGGARA PASAR DI PASAR MODAL, BURSA 
EFEK, LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN, LEMBAGA 

PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN, DAN/ATAU 

PERUSAHAAN EFEK 
 

Bagian Kesatu 
Penetapan Kondisi Kesulitan yang Membahayakan 

Kelangsungan Kegiatan Usaha  

 
Pasal 16 

(1) Kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan 
kegiatan usaha Penyelenggara Pasar di Pasar Modal, 
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Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, 
dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian 

meliputi kondisi:   
a. terganggunya sistem yang menyebabkan 

pelaksanaan kegiatan operasional tidak dapat 

dilaksanakan secara normal dalam periode lebih 
dari 3 (tiga) hari kerja; 

b. tidak dapat menutupi kerugian usaha; 
c. berpotensi tidak dapat menyelesaikan kewajiban 

finansial; 

d. manajemen Penyelenggara Pasar, Bursa Efek, 
Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan/atau 
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, tidak 

dapat melaksanakan implementasi operasional 
yang tepat; 

e. keadaan absen seluruh manajemen;  
f. sengketa hukum yang menyebabkan 

Penyelenggara Pasar, Bursa Efek, Lembaga Kliring 

dan Penjaminan, dan/atau Lembaga Penyimpanan 
dan Penyelesaian tidak dapat melaksanakan 
kegiatan secara normal; dan/atau 

g. kondisi lain yang membahayakan kelangsungan 
kegiatan usaha Penyelenggara Pasar di Pasar 

Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan 
Penjaminan, dan/atau Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian. 

(2) Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
kondisi kesulitan yang secara khusus membahayakan 

kelangsungan kegiatan usaha Lembaga Kliring dan 
Penjaminan meliputi: 
a. terdapat kondisi kesulitan yang tidak dapat 

diselesaikan dengan rencana tindak dan 
berpotensi mengganggu kelangsungan kegiatan 
usaha Lembaga Kliring dan Penjaminan; 

b. anggota kliring enggan berpartisipasi dalam proses 
pemulihan; dan/atau 

c. kerugian yang tidak terprediksi atas kegagalan 
anggota. 

(3) Kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan 

kegiatan usaha Perusahaan Efek meliputi kondisi: 
a. kegagalan pemenuhan kewajiban penyelesaian 

Transaksi Efek yang dilakukan oleh Perusahaan 
Efek; 

b. terganggunya sistem yang menyebabkan 

Perusahaan Efek tidak dapat melaksanakan 
kegiatan secara normal dalam periode lebih dari 7 
(tujuh) hari kerja; 

c. penurunan signifikan pada nilai modal kerja 
bersih disesuaikan Perusahaan Efek yang 

menyebabkan tidak memenuhi nilai minimum 
modal kerja bersih disesuaikan dalam periode 
lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja;  

d. tidak dapat menutupi kerugian usaha; 
e. tidak dapat menyelesaikan kewajiban finansial 

yang memiliki dampak hukum ataupun 
operasional usaha; 
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f. pelanggaran yang menyebabkan Perusahaan Efek 
dikenakan pemberhentian kegiatan usaha dalam 

periode tertentu; 
g. keadaan absen seluruh manajemen;  
h. sengketa hukum yang menyebabkan Perusahaan 

Efek tidak dapat melaksanakan kegiatan secara 
normal; dan/atau 

i. kondisi kesulitan lain yang membahayakan 
kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Efek. 

(4) Penyelenggara Pasar di Pasar Modal, Bursa Efek, 

Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga 
Penyimpanan dan Penyelesaian, dan/atau Perusahaan 
Efek wajib menyampaikan laporan terperinci terkait 

kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan 
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ayat (2), dan ayat (3), kepada Otoritas Jasa Keuangan 
paling lambat pada hari yang sama sejak terjadinya 
kondisi tersebut. 

(5) Penyelenggara Pasar di Pasar Modal, Bursa Efek, 
Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga 
Penyimpanan dan Penyelesaian, dan/atau Perusahaan 

Efek dinyatakan mengalami kondisi kesulitan yang 
membahayakan kelangsungan kegiatan usaha 

berdasarkan penetapan Otoritas Jasa Keuangan. 
 

Pasal 17 

Berdasarkan penetapan Otoritas Jasa Keuangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), Otoritas 

Jasa Keuangan dapat memerintahkan Lembaga Kliring dan 
Penjaminan untuk melakukan rencana pemulihan melalui 
mekanisme sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan. 
 

Bagian Kedua 

Tindakan Penyelesaian atas Kondisi Kesulitan yang 
Membahayakan Kelangsungan Kegiatan Usaha  

 
Pasal 18 

(1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan 

kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan 
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

ayat (5), Penyelenggara Pasar di Pasar Modal, Bursa 
Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga 
Penyimpanan dan Penyelesaian, dan/atau Perusahaan 

Efek wajib menyampaikan rencana tindakan 
penyelesaian kepada Otoritas Jasa Keuangan. 

(2) Tindakan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi: 
a. meminta pemegang saham Penyelenggara Pasar di 

Pasar Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan 
Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian, dan/atau Perusahaan Efek untuk 

menambah modal; 
b. memberhentikan sebagian atau seluruh anggota 

dewan komisaris dan/atau direksi Penyelenggara 
Pasar di Pasar Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring 
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dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian, dan/atau Perusahaan Efek 

sementara waktu dan menunjuk pengelola 
statuter; 

c. meminta pemegang saham Penyelenggara Pasar di 

Pasar Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan 
Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan 

Penyelesaian, dan/atau Perusahaan Efek untuk 
mengadakan rapat umum pemegang saham; 

d. melakukan penguatan manajemen risiko; 

e. menyusun implementasi rencana kelangsungan 
usaha; 

f. memerintahkan Pihak tertentu untuk melakukan 

atau tidak melakukan tindakan yang dinilai dapat 
mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh 

Penyelenggara Pasar di Pasar Modal, Bursa Efek, 
Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga 
Penyimpanan dan Penyelesaian, dan/atau 

Perusahaan Efek; dan/atau 
g. tindakan lain untuk menyelesaikan kesulitan yang 

dapat membahayakan kelangsungan usaha 

Penyelenggara Pasar di Pasar Modal, Bursa Efek, 
Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian, dan/atau 
Perusahaan Efek. 

(3) Rencana tindakan penyelesaian wajib disampaikan 

sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa 
Keuangan. 

(4) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta 
Penyelenggara Pasar di Pasar Modal, Bursa Efek, 
Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian, dan/atau Perusahaan 
Efek untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana 
tindakan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1). 
 

Pasal 19 
(1) Penyelenggara Pasar di Pasar Modal, Bursa Efek, 

Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian, dan/atau Perusahaan 
Efek wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan 

rencana tindakan penyelesaian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18. 

(2) Laporan atas pelaksanaan rencana tindakan 

penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan 
paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pelaksanaan 

rencana tindakan penyelesaian. 
 

Pasal 20 
Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan 
terhadap pelaksanaan rencana tindakan penyelesaian. 
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Bagian Ketiga 
Tindakan Lain atas Kondisi Kesulitan yang Membahayakan 

Kelangsungan Kegiatan Usaha  
 

Pasal 21 

(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan 
tertentu, dalam hal: 

a. tindakan penyelesaian tidak dapat mengatasi 
kesulitan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pasar 
di Pasar Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan 

Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian, dan/atau Perusahaan Efek; 
dan/atau  

b. menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan 
keadaan Penyelenggara Pasar di Pasar Modal, 

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, 
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian 
dan/atau Perusahaan Efek dapat membahayakan 

industri Pasar Modal.  
(2) Tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa: 

a. mencabut izin usaha Penyelenggara Pasar di Pasar 
Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan 

Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian, dan/atau Perusahaan Efek; 

b. memerintahkan direksi atau pengelola statuter 

untuk segera menyelenggarakan rapat umum 
pemegang saham guna membubarkan badan 

hukum Penyelenggara Pasar di Pasar Modal, 
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, 
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, 

dan/atau Perusahaan Efek dan membentuk tim 
likuidasi; dan/atau 

c. menunjuk Pihak tertentu sebagai penyelenggara 

sementara fungsi Penyelenggara Pasar di Pasar 
Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan 

Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian. 
 

Pasal 22 
(1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (1) dan 
ayat (3), dan Pasal 19 dikenai sanksi administratif. 

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan 

juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya 
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 
(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. peringatan tertulis; 
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah 

uang tertentu; 

c. pembatasan kegiatan usaha; 
d. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau 

e. pencabutan izin usaha. 
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(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dapat 

dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan 
sanksi administratif berupa peringatan tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. 

(6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara 

tersendiri atau secara bersama-sama dengan 
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) huruf c, huruf d, atau huruf e. 

(7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 

 
BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
 

Pasal 23 

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Otoritas Jasa 
Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap 

setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. 

 
Pasal 24 

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan 

sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan tindakan tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada masyarakat. 
 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 25 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada 
tanggal diundangkan. 

  

https://jdih.ojk.go.id/



- 16 - 

Salinan ini sesuai dengan aslinya 

Direktur Pengembangan Hukum 
Departemen Hukum 
 

ttd 
 

Aat Windradi 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 

 

  
Ditetapkan di Jakarta      

pada tanggal 19 Desember 2024       
 
KETUA DEWAN KOMISIONER 

OTORITAS JASA KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd 
 

MAHENDRA SIREGAR 
 
 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 23 Desember 2024                    
 

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd 
 
SUPRATMAN ANDI AGTAS 

 

 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 44/OJK
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 32 TAHUN 2024 

TENTANG 

PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN TRANSAKSI DAN LEMBAGA EFEK 
 

I. UMUM 

Melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang 
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, diharapkan akan 
memberikan kontribusi positif dan mendukung pertumbuhan ekonomi 

yang inklusif dan berkelanjutan (sustainable) menuju Indonesia yang 
sejahtera, maju, dan bermartabat, serta terpercaya serta dapat 

menjawab dan menjadi solusi regulasi di level Undang-Undang atas 
kendala implementasi dimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 
tentang Pasar Modal dianggap tidak lagi sepenuhnya dapat memenuhi 

kebutuhan perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat industri 
Pasar Modal sehingga kurang mendukung terwujudnya Pasar Modal 

Indonesia yang efisien dan berdaya saing global. 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang merupakan peraturan 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang 

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan khususnya mengenai 
Transaksi dan Lembaga Efek diperlukan untuk menjawab dan 

menyelesaikan isu permasalahan sebagai berikut: 
1. terdapatnya peraturan yang berlaku saat ini yang terdampak 

dengan adanya ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor 
Keuangan sehingga perlu untuk diselaraskan ketentuannya dalam 
rangka memberikan kepastian hukum; dan  

2. perlunya menerbitkan ketentuan lebih lanjut atas pasal 
kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang 

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memberikan 
amanat secara umum kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk 
mengatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 

Bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 5D ayat (4), 
Pasal 14 ayat (3), Pasal 55 ayat (1), ayat (3) dan ayat (7), Pasal 55A, Pasal 
70 ayat (3), Pasal 89A ayat (4), dan Pasal 89B ayat (4) Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan 

dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu adanya pengaturan lebih lanjut 
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.  
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II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

 

Pasal 2 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “Transaksi Bursa yang teratur, wajar, 

dan efisien” adalah suatu transaksi yang diselenggarakan 
berdasarkan suatu aturan yang jelas dan dilaksanakan secara 

konsisten. 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “ketentuan yang ditetapkan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan” yaitu melalui peraturan yang 
diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 
Yang dimaksud dengan “persetujuan yang diberikan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan” yaitu melalui surat persetujuan oleh 
Otoritas Jasa Keuangan. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 
Kegiatan usaha penyedia data Pasar Modal dan/atau 

penyusunan indeks meliputi kegiatan penyediaan data 
Pasar Modal berbayar termasuk pemberian lisensi kerja 
sama kepada Pihak lain terkait penggunaan data 

dan/atau indeks. 
Huruf e 

Cukup jelas. 
 

Pasal 3 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan manajemen risiko yang memadai 
antara lain: 

1. identifikasi risiko dengan inventarisasi risiko di seluruh 
bagian perusahaan atas pelaksanaan kegiatan lain; 

2. pengukuran risiko dengan menjelaskan langkah 

pengukuran/penilaian atas risiko; 
3. pemantauan risiko dengan menjelaskan langkah 

pemantauan dan Pihak yang bertanggung jawab dalam 
melaksanakan pemantauan atas risiko yang berhubungan 
dengan kegiatan lain; dan 

4. pengendalian terhadap risiko yang melekat pada kegiatan 
lain dengan menjelaskan langkah pengendalian dan Pihak 
yang bertanggung jawab dalam melaksanakan 
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pengendalian atas risiko yang berhubungan dengan 
kegiatan lain. 

 
Pasal 4 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Lihat penjelasan Pasal 2 ayat (2). 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Huruf a 

Penyelenggara sarana kliring dan/atau penjaminan 

penyelesaian transaksi instrumen keuangan antarpasar 
antara lain penyelenggara central counter party pasar uang 

dan valuta asing. 
Huruf b 

Penyelenggara infrastruktur triparty repurchase 
agreement antara lain penyelenggara triparty repurchase 
agreement untuk instrumen keuangan di pasar uang dan 

valuta asing. 
Pinjam meminjam instrumen keuangan antara lain 

pinjam meminjam terhadap surat berharga yang 
dilakukan oleh bank ataupun oleh Perusahaan Efek 
namun merupakan instrumen keuangan pasar uang. 

Huruf c 
Penyelenggara fasilitas pengelolaan risiko antara lain 
penyelenggara collateral management. 

Huruf d 
Fasilitas pengelolaan agunan antara lain collateral 
optimization, general collateral, offshore collateral, dan 
reinvestasi collateral. 

Huruf e 
Pemberian kegiatan lain yang diamanatkan kepada 

Lembaga Kliring dan Penjaminan antara lain penyediaan 
sarana uncleared transaction, penyediaan sarana market 
place untuk pinjam meminjam Efek yang belum 

disediakan oleh Bursa Efek, penyediaan sarana trade 
compression, dan trade repository. 

Ayat (5) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Penyelenggara layanan pengelolaan agunan (collateral 
management service) adalah collateral optimization, 
general collateral, offshore collateral, dan reinvestasi 

collateral. 
Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 
Contoh pemberian informasi, data, dan laporan adalah 

pemberian informasi, data, dan laporan berbayar. 
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Huruf f 
Cukup jelas. 

 
Pasal 5 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Lihat penjelasan Pasal 2 ayat (2). 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Penyelenggara layanan pengadministrasian data dan 
informasi terkait nasabah antara lain penyelenggara 
layanan administrasi prinsip mengenali nasabah. 

Huruf d 
Penyelenggara layanan informasi, pengadministrasian 

dan penyelesaian transaksi nasabah antara lain penyedia 
sistem multi investasi terpadu dan penyedia platform 
layanan urun dana. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 
 

Pasal 6 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Lihat penjelasan Pasal 3 huruf b. 
 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

 
Pasal 8 

Ayat (1) 

Cukup jelas.  
Ayat (2)  

Penyelesaian pembukuan yang dilaksanakan dengan cara 

mengurangi Efek dan/atau dana dari rekening Efek yang satu 
dan menambahkan Efek dan/atau dana dimaksud pada 

rekening Efek yang lain pada kustodian, meliputi rekening Efek 
penitipan kolektif atau rekening Efek lainnya.  

Ayat (3)  

Cukup jelas. 
Ayat (4)  

Penyelesaian Transaksi Efek atas Efek warkat antara lain 
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dengan melakukan serah terima Efek warkat disertai dengan 
penerbitan Efek warkat baru oleh Biro Administrasi Efek atau 

Emiten dan/atau perusahaan publik yang 
mengadministrasikan Efek sendiri atau dengan cara 
menandatangani pada lembar sertifikat Efek warkat 

(endorsement). 
Ayat (5)  

Huruf a 
Penyelesaian Transaksi Efek secara langsung pada daftar 
pemegang Efek tanpa melalui rekening Efek pada 

kustodian antara lain penyelesaian Transaksi Efek pada 
perdagangan karbon melalui bursa karbon. 

Huruf b 

Penyelesaian Transaksi Efek secara internasional atau 
melalui negara lain antara lain penyelesaian collateral 
offshore melalui kustodian global. 

Huruf c 

Penyelesaian Transaksi Efek secara digital antara lain 
dengan menggunakan teknologi blockchain. 

Huruf d 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 
Ayat (7) 

Penyelesaian Transaksi Efek termasuk penyelesaian terkait 

produk investasi. 
 

Pasal 9 

Cukup jelas. 
 

Pasal 10 
Ayat (1) 

Contoh Penyelesaian Transaksi Efek dengan serah terima dana 

dapat dilakukan sebagai pengganti kewajiban serah Efek 
(alternate cash settlement). 
Contoh aset pengganti lainnya yang digunakan dalam proses 
penyelesaian Transaksi Efek oleh Lembaga Kliring dan 
Penjaminan adalah deposito, bank garansi, instrumen 

keuangan lainnya, atau aset-aset lainnya. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 11 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Pengaturan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa saat ini 

telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian 

Transaksi Bursa. 
Pengaturan mengenai penjaminan penyelesaian Transaksi 
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Efek di luar Bursa Efek ditetapkan oleh Otoritas Jasa 
Keuangan. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

 

Pasal 12 
Cukup jelas. 
 

Pasal 13 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “investor profesional” adalah Pemodal 
Profesional.  

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

 

Pasal 14 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “penerima laporan Transaksi Efek” 
adalah Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan 
untuk menyediakan sistem dan/atau sarana dan menerima 

pelaporan Transaksi Efek sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan Transaksi Efek. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 15 

Cukup jelas. 
 

Pasal 16 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “kelangsungan kegiatan usaha (going 
concern)” adalah suatu kondisi yang mencerminkan usaha 
yang sedang beroperasi atau dalam konstruksi, atau suatu 

premis dalam penilaian, dimana penilai bisnis menganggap 
suatu perusahaan akan terus melanjutkan operasinya secara 
berkelanjutan. 

Kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha 
tidak hanya diukur dari keadaan keuangan Penyelenggara 

Pasar di Pasar Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan 
Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau 
Perusahaan Efek namun juga mempertimbangkan faktor 

nonkeuangan. 
Huruf a 

Cukup jelas. 
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Huruf b 
Contoh kondisi yang tidak dapat menutupi kerugian 

usaha: 
1. mengalami kerugian selama 5 (lima) tahun 

berturut-turut;  

2. belum mengalami kerugian selama 5 (lima) 
tahun berturut-turut namun sudah 
menyebabkan saldo rugi ditahannya diatas 50% 

(lima puluh persen) dari setoran modal; atau 
3. selama mengalami kerugian perusahaan tidak 

berusaha menambah modal disetor atau utang 
subordinasi. 

Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 
Contoh keadaan absen seluruh manajemen: 

1. suatu keadaan dimana masa jabatan 
manajemen telah habis, namun tidak dilakukan 
pengangkatan kembali oleh rapat umum 

pemegang saham; atau 
2. tidak satupun manajemen yang dapat 

dihubungi oleh Otoritas Jasa Keuangan. 
Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g  
 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a  
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 

Contoh kerugian yang tidak terprediksi atas kegagalan 
anggota: 

Pengembalian sumber keuangan yang telah digunakan 
untuk penyelesaian kegagalan Transaksi Bursa, hanya 
cukup untuk mengisi/memenuhi kembali Dana Jaminan, 

dan tidak cukup untuk mengisi kembali cadangan 
jaminan Lembaga Kliring dan Penjaminan yang sudah 
digunakan. Adapun cadangan jaminan Lembaga Kliring 

dan Penjaminan ini diambil dari penyisihan laba Lembaga 
Kliring dan Penjaminan. 

Ayat (3) 
Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 
Huruf e 

Cukup jelas. 
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Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g  
Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf e. 

Huruf h 

Cukup jelas. 
Huruf i 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

 

Pasal 17 
Yang dimaksud dengan rencana pemulihan (recovery plan) adalah 

tindakan infrastruktur pasar, konsisten dengan aturan, prosedur, 
dan perjanjian kontrak, untuk mengatasi kerugian, kekurangan 
likuiditas, atau ketidakcukupan modal, baik yang timbul dari 

kegagalan anggota, atau sebab lainnya (seperti ketidakmampuan 
operasional bisnis atau struktur lainnya) termasuk tindakan 

pengembalian sumber dana keuangan cadangan dan kontrak 
peminjaman dana. 
 

Pasal 18 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan rencana tindakan penyelesaian 

(resolution plan) adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh 
otoritas, dengan atau tanpa keterlibatan Pihak lain, yang 

dimaksudkan untuk mempertahankan stabilitas keuangan 
dan/atau mengatasi permasalahan serius pada lembaga jasa 
keuangan yang membahayakan kelangsungan usaha, dimana 

tanpa dilakukanya tindakan penyelesaian, lembaga tersebut 
sudah tidak layak lagi dan tidak memiliki prospek. 

Ayat (2) 
Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Cukup jelas. 
Huruf e 

Contoh implementasi rencana kelangsungan usaha untuk 

Lembaga Kliring dan Penjaminan yaitu pelaksanaan 
mekanisme pemulihan kegagalan penjaminan 

penyelesaian transaksi. 
Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
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Pasal 19 
Ayat (1) 

Lihat penjelasan Pasal 18 ayat (1). 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 
Pasal 20 

Lihat penjelasan Pasal 18 ayat (1). 

 
Pasal 21 

Ayat (1) 
Lihat penjelasan Pasal 18 ayat (1). 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 22 

Cukup jelas. 
 

Pasal 23 
Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain perintah 
untuk memperbaiki kesalahan, kondisi, dan/atau keadaan yang 

timbul akibat pelanggaran. 
 

Pasal 24 
Cukup jelas. 

 

Pasal 25 
Cukup jelas. 
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